
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan
Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2024 yang dijabarkan ' ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah

disepakati ...

WALlKOTALUBUKLlNGGAU,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANDAERAHKOTALUBUKLINGGAU

NOMOR t~ TAHUN2023

TENTANG
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2024

WALlKOTALUBUKLlNGGAU

PROVINSI SUMATERASELATAN

Menimbang



Nasional danJ atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan ...

yang PerekonomianMembahayakanAncaman

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Lubuk Linggau (LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor87, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4114);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-UndangNomor2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)danJatau Dalam Rangka Menghadapi

disepakati antara Pemerintah Kota Lubuk Linggau

dengan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Lubuk

Linggaupada tanggal 12Bulan Agustus Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran2024;
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Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang

Nornor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistern Keuangan untuk
Penanganan Panderni Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/ atau Dalarn Rangka Menghadapi

Ancaman yang Mernbahayakan Perekonornian
Nasional darr/atau Stabilitas Sistern Keuangan
Menjadi Undang-Undang (LernbaranNegara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nornor 134, Tambahan

LernbaranNegaraRepublikIndonesia Nornor6516);

5. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern Perencanaan Pernbangunan Nasional

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik
IndonesiaNornor4421);

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang

Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)

sebagairnana diubah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-UndangNornor6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti

Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor41, Tambahan

LernbaranNegaraRepublikIndonesia Nornor6856);

7. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2021 Tentang
Harrnonisasi Peraturan Perpajakan (LernbaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 246,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nornor6736);

8. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nornor6757);

9. Peraturan ...
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9. Peraturan Pemerintah Nomor109Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor210, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan

Layanan Umum (LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6041);

14.Peraturan ...
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20. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6883);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 754);
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Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah

Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor880) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 43jPMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua
atas '"

105jPMK.07/2020 tentang

Nomor

Pinjaman

Keuangan

Pengelolaan
Menteri24. Peraturan

20. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor62 tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
DalamAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah, dan

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor630) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan MenteriDalamNegeriNomor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun

2020 Nomor1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasidan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis PengelolaanKeuangan

Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2020

Nomor1781);
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Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah

Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor482);

25. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang
Perubahan AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

PenjabaranAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah,

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021Nomor431);

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau

Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau

Tahun 2021 Nomor12);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah KotaLubuklinggauTahun 2022 Nomor1);

Dengan ...

Menteri Keuangan Nomor
tentang Pengelolaan Pinjaman105/PMK.07/2020

atas Peraturan
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Pasal ...

Ruang lingkup APBDTahun Anggaran 2023, meliputi:
a. Pendapatan Daerah;
b. BelanjaDaerah;dan

c. Pembiayaan Daerah.

Pasa12

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk
Linggau.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Lubuk Linggau.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN2023.

ANGGARANTENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan

MEMUTUSKAN:

WALlKOTALUBUKLlNGGAU
Dan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTALUBUKLlNGGAU
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Bagian ...

Pendapatan daerah direncanakan sebesar
Rp. 999.646.961.666,00 (Sembilan ratus sembilan puluh

sembilan milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan
ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam

rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BABII

PENDAPATANDAERAH
BagianKesatu

Jenis pendapatan
Pasal4

0,00Rp.Sisa LebihPembiayaan
AnggaranTahun berkenaan

(30.498.200.000,00)Rp.

1.501.800.000,00
32.000.000.000,00

Rp.

Rp.

30.498.200.000,00Rp.
969.148.761.666,00Rp.2 Belanja Daerah

Surplus / Depisit

3 Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

PembiayaanNetto

999.646.961.666,00Rp.

APBDKota Lubuk LinggauTahun Anggaran 2024 berjumlah

Rp. 1.001.148.761.666,00 terdiri atas pendapatan daerah,

belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rmcian
sebagai berikut:

1 Pendapatan Daerah

Pasal3
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Bagian ...

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 153.826.451.576,00(Seratus lima puluh tiga milyar

delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima
puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah),
yang terdiri atas:
a. pajak daerah;

b. retribusi daerah

c. hasil pengelolaankekayaandaerah yang
dipisahkan;dan

d. lain-lainPendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajakdaerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf

a direncanakan sebesar Rp. 89.546.946.287,00(Delapan

puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh enam

juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus
delapanpuluh tujuh rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.610.808.000,00

(Sembilanmilyarenam ratus sepuluh juta delapan ratus

de1apanribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 3.143.697.289,00(Tigamilyar
seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan

puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan
rupiah).

(5) Lain-lainpendapatan asli daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 51.525.000.000,00 (Lima puluh satu milyar lima
ratus dua puluh limajuta rupiah).

BagianKedua

PendapatanAsHDaerah
Pasal5
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BAB...

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar
Rp.O,OO(nol rupiah) adalah Lain-lain pendapatan daerah

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan;

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 845.820.510.090,00

(Delapan ratus empat puluh lima milyar delapan ratus

dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh

rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp. 736.762.928.342,00 (Tujuh ratus tiga puluh enam

milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus

dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua

rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 109.057.581.748,00 (Seratus sembilan milyar lima

puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu

tujuh ratus empat puluh de1apan rupiah).

Bagian Keempat

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 7

Bagian Ketiga

Pendapatan Transfer

Pasal6
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(3)Belanja ...

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar

Rp.779.638.405.581,00 (Tujuh ratus tujuh puluh

Sembilan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta

empat ratus lima ribu lima ratus delapan puluh satu

rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja bunga;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.446.482.116.732,00

(Empat ratus empat puluh enam milyar empat ratus

Delapan puluh dua juta seratus enam belas ribu tujuh

ratus tiga puluh dua rupiah).

Bagian Kedua

Belanja Operasional

Pasal9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan

sebesar Rp. 969.148.761.666,00 (Sembilan ratus enam puluh

sembilan milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh

ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam

rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;

b. belanja modal; dan

c. belanja tidak terduga.

BABIII

BELANJADAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Belanja

Pasa18
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(3)Belanja ...

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar

Rp. 187.010.356.085,00 (Seratus delapan puluh tujuh

milyar sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu

delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.070.647.200,00

(Satu milyar tujuh puluh juta enam ratus empat puluh

tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bagian Ketiga

Belanja modal

Pasall0

(3) Belanja barang dan jasa sebagaiman dimaksud pada ayat

(1)hurufb direncanakan sebesar Rp.274.898.897.249,00

(Dua ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus

sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan

puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan

rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000

(Delapan milyar lima ratus juta rupiah rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp. 47.757.391.600,00

(Empat puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh

juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus

rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00

(Dua milyar rupiah).
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BAB..

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar
Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah),
yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Bagian Keempat

Belanja Tidak Terduga

Pasal11

(3) Belanja modal peralatan dan mesm sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 13.452.732.042,00 (Tiga belas milyar empat ratus

lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu

empat puluh dua rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 25.667.306.400,00 (Dua puluh lima milyar enam

ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu empat

ratus rupiah).

(5) Belanja modal jalan , janngan dan irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.125.367.121.943,00 (Seratus dua puluh lima milyar

tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu

ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp.21.340.111.200,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus

empat puluh juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.112.437.300,00

(Seratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tujuh

ribu tiga ratus rupiah).
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(2)Pembayaran ..,

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar

Rp. 32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah),

yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo.

Bagian Ketiga

Penge1uaran Pembiayaan

Pasal14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar

Rp. 1.501.800.000,00 (Satu milyar lima ratus satu juta

delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan

sebesar Rp. 1.501.800.000,00 (Satu milyar lima ratus

satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Penerimaan Pembiayaan

Pasal13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024

direncanakan sebesar Rp. 30.498.200.000,00. (Tiga puluh

milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus

ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

BABIV

PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pembiayaan

Pasal12
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b. pelaksanaan ...

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran

melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah

ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Lubuk

Linggau tahun anggaran 2024, dengan tata eara sesuai

dengan eara terlebih dahulu melakukan perubahan

peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan

APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD

selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. beneana alam, beneana non-alam, beneana sosial

darr/atau kejadian luar biasa;

Pasal16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya

surplua/tdefisit) Rp. 0 (NolRupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan

direneanakan sebesar Rp. (30.498.200.000,00) (Minus

tiga puluh milyar empat ratus sembilan puluh delapan

juta dua ratus ribu rupiah).

BABV

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal15

(2) Pembayaran eieilan pokok utang yang jatuh tempo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direneanakan

sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar

rupiah).
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4. Lampiran ...

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Ke1ompok,Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

3. Lampiran III

2. Lampiran II

Uraian lebih Ianjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan jenis
Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan;
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

Pasal17

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja

yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang­

undangan;danjatau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Pemerintah Daerah danj atau masyarakat.

dapatc. kerusakan saranajprasarana yang

mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)meliputi:

b. pelaksanaan operasi pencanan dan pertolongan;

danjatau;
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Pasal ...

sebelumnya yang belum diselesaikan

dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan

17. Lampiran XVII Daftar Penambahan dan Pengurangan

Aset Lain-lain.

tahunDaftar Kegiatan-kegiatan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang

APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional

dengan Program Prioritas

Kabupaterr/Kota;

Daftar jumlah pegawai pergolongan dan

perjabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan

Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;
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14. Lampiran XIV

13. Lampiran XIII

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

10. Lampiran X

9. Lampiran IX

7. Lampiran VII

6. Lampiran VI

5. Lampiran V

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, dan Kegiatan Beserta Hasil

dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan

SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD/ RPD

dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan



LEMBARANDAERAHKOTALUBUKLINGGAUTAHUN2023 NOMOR

NOMORREGISTER PERATURANDAERAHKOTALUBUKLINGGAU: 115 -1~/z.02.3

NSYAH

Diundangkan di Lubuk Linggau

pada tanggal,

Ditetapkan di Lubuk Linggau

pada tanggal, 2.<i Desember 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal19

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota tentang

Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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